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Abstract:	 This	 study	 examines	 the	 existential	 role	 of	 the	 Neighborhood	 Head	 (Kepala	
Lingkungan	 -	 Kepling)	 as	 both	 an	 actor	 and	 an	 agent	 of	 development	within	 the	 urban	
governance	structure	of	Medan	City.	The	research	was	situated	in	two	purposively	selected	
neighborhoods,	each	representing	distinct	sub-districts:	Helvetia	Timur	in	Medan	Helvetia	
District	 and	 Tanjung	 Mulia	 in	 Medan	 Deli	 District.	 Employing	 a	 descriptive	 qualitative	
design,	 the	 study	 utilized	 semi-structured	 interviews	 with	 the	 respective	 Kepling,	
complemented	by	documentary	analysis	and	field	data	collection.	The	investigation	pursues	
three	interconnected	objectives:	(1)	to	delineate	the	general	configuration	of	the	Kepling's	
existence	in	Medan;	(2)	to	ascertain	their	functional	role	as	an	actor;	and	(3)	to	identify	their	
agency-oriented	functions	within	the	local	social	order.	Analytically,	the	study	draws	upon	
Anthony	 Giddens'	 structuration	 theory,	 which	 reveals	 that	 the	 Kepling's	 role	 is	
predominantly	 operationalized	 as	 an	 extension	 of	 bureaucratic	 authority,	 acting	 as	 a	
downward	conduit	for	tasks	delegated	by	the	lurah	(sub-district	head)	and	camat	(district	
head).	 Concurrently,	 an	 application	 of	 Pierre	 Bourdieu's	 theory	 of	 practice	 furnishes	
compelling	 evidence	 of	 the	 embeddedness	 of	 the	 Kepling's	 actions	 within	 broader	
structures	of	power	and	social	stratification.	In	executing	their	mandated	duties,	the	Kepling	
operate	 in	alignment	with	 their	 internalized	habitus,	 thereby	 inadvertently	perpetuating	
and	reproducing	existing	hierarchical	and	prescriptive	power	relations.	Nonetheless,	 the	
dialectical	nature	of	practice	also	accommodates	latent	possibilities	for	strategic	resistance.	
Within	the	specific	context	of	this	inquiry,	however,	such	resistance	does	not	assume	the	
form	 of	 overt	 contestation	 over	 political	 authority	 or	 capital	 accumulation.	 Instead,	 it	
manifests	 as	 a	 more	 subtle,	 reflexive	 endeavor	 to	 mobilize	 and	 optimize	 social	 capital,	
principally	constituted	by	the	community	residents	under	their	jurisdiction.	This	reservoir	
of	social	capital	emerges	as	a	strategically	vital	resource,	enhancing	the	Kepling's	bargaining	
position	 vis-à-vis	 the	 entrenched	 structural	 and	 power	 configurations	 that	 circumscribe	
their	operational	environment.	
Keywords:	Neighborhood	Head,	Actor,	Agent,	Structuration,	Pierre	Bourdieu's	Habitus	

Abstrak: Penelitian	 ini	 bertujuan	 mengkaji	 dan	 menganalisis	 eksistensi	 Kepala	
Lingkungan	(Kepling)	sebagai	aktor	sekaligus	agen	pembangunan	di	Kota	Medan.	Lokasi	
penelitian	 ditentukan	 pada	 dua	 lingkungan	 yang	masing-masing	 berasal	 dari	 kelurahan	
berbeda,	 yaitu	 Kelurahan	 Helvetia	 Timur	 di	 Kecamatan	 Medan	 Helvetia	 dan	 Kelurahan	
Tanjung	 Mulia	 di	 Kecamatan	 Medan	 Deli.	 Untuk	 mencapai	 tujuan	 tersebut,	 penelitian	
menggunakan	metode	kualitatif	deskriptif	melalui	wawancara	mendalam	terhadap	Kepling	
di	kedua	lokasi,	serta	didukung	oleh	pengumpulan	data	dan	dokumen	pendukung.	Secara	
spesifik,	 penelitian	 ini	 memiliki	 tiga	 tujuan	 utama:	 (1)	 memperoleh	 gambaran	 umum	
tentang	 eksistensi	 Kepling	 di	 Kota	 Medan,	 (2)	 mendeskripsikan	 peran	 Kepling	 sebagai	
aktor,	 dan	 (3)	 mendeskripsikan	 peran	 Kepling	 sebagai	 agen.	 Berdasarkan	 analisis	
menggunakan	teori	strukturasi	Anthony	Giddens,	ditemukan	bahwa	peran	Kepling	di	kedua	
wilayah	cenderung	lebih	dominan	sebagai	aktor,	yaitu	menjalankan	tugas	yang	merupakan	
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perpanjangan	 dari	 fungsi	 lurah	 dan	 camat.	 Sementara	 itu,	 analisis	 dengan	 teori	 praktik	
Pierre	 Bourdieu	 menunjukkan	 indikasi	 kuat	 adanya	 keterkaitan	 antara	 praktik	 Kepling	
dengan	 struktur	 dan	 kekuasaan.	 Ketika	 Kepling	 menjalankan	 perannya	 sebagai	 aktor,	
mereka	 secara	 otomatis	 bertindak	 sesuai	 dengan	 habitus	 yang	melekat,	 sehingga	 tanpa	
disadari	 turut	 memperkuat	 struktur	 sosial	 yang	 ada	 sekaligus	 mereproduksi	 struktur	
kekuasaan	 yang	 bersifat	 hierarkis	 dan	 instruktif.	 Namun,	 realitas	 praktik	 juga	 dapat	
dimaknai	 sebagai	 bentuk	 perlawanan	 strategis.	 Dalam	 konteks	 kajian	 ini,	 perlawanan	
tersebut	 tidak	 tampak	 sebagai	 perebutan	 kekuasaan	 atau	 akumulasi	 modal	 kapital,	
melainkan	lebih	pada	upaya	mengelola	potensi	modal	sosial	yang	dimiliki,	yakni	para	warga	
masyarakat	di	lingkungan	masing-masing.	Modal	sosial	inilah	yang	dinilai	sangat	strategis	
dan	 bermanfaat	 untuk	 meningkatkan	 posisi	 tawar	 (bargaining	 position)	 agen	 dalam	
menghadapi	struktur	dan	kekuasaan	yang	ada.	
Kata	Kunci:	Kepala	Lingkungan,	Aktor,	Agen,	Strukturasi,	Habitus	Pierre	Bourdieu	

	

A. Pendahuluan	
Pemahaman	 terhadap	 eksistensi	 Kepala	 Lingkungan	 (Kepling)	 menjadi	

semakin	penting,	 terutama	dalam	konteks	 kehidupan	bermasyarakat	 sehari-hari.	

Urgensi	 ini	 tidak	 terlepas	 dari	 peran	dan	 aktivitas	Kepling	 yang	 secara	 langsung	

bersentuhan	 dengan	 warga,	 sekaligus	 mencerminkan	 bahwa	 dinamika	 dan	

kompleksitas	persoalan	sosial	masa	kini	membutuhkan	kehadiran	mereka	sebagai	

bagian	dari	unsur	birokrasi	pemerintahan	yang	bertugas	memberikan	pelayanan	

kepada	masyarakat.	Dengan	demikian,	Kepling	menempati	posisi	 strategis	dalam	

menjembatani	kepentingan	negara	dan	kebutuhan	warga	di	tingkat	paling	dasar.	

Kajian	dan	analisis	mengenai	eksistensi	serta	peran	Kepling	selama	ini	masih	

berkutat	 seputar	 masalah	 birokrasi	 dan	 pelayanan	 publik.	 Dalam	 kerangka	 ini,	

birokrasi	 sering	 dipahami	 dalam	 kaitannya	 dengan	 struktur	 organisasi	 sosial	

modern	yang	muncul	pada	akhir	abad	ke-18	atau	awal	abad	ke-19,	suatu	periode	

yang	 ditandai	 dengan	 munculnya	 berbagai	 ketegangan,	 pertentangan,	 bahkan	

kekerasan	sebagai	akibat	pertikaian	antara	rezim	lama	dan	kelompok	kepentingan	

baru.	Namun	demikian,	pendekatan	semacam	itu	cenderung	memosisikan	Kepling	

sebagai	 bagian	 semata	 dari	 mesin	 birokrasi,	 tanpa	 menggali	 secara	 memadai	

dimensi	agensi	dan	praktik	sosial	yang	mereka	jalankan	di	lapangan.	

Padahal,	penelusuran	terhadap	peran	dan	eksistensi	Kepling	sangat	penting	

mengingat	merekalah	sesungguhnya	ujung	tombak	birokrasi	pemerintahan	dalam	

melayani	masyarakat,	meskipun	secara	struktural	mereka	tidak	termasuk	sebagai	

aparatur	sipil	negara	 (ASN)	atau	pegawai	negeri	 sipil.	Dalam	praktiknya,	Kepling	
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menjalankan	 fungsi	 sebagai	 perpanjangan	 tangan	 pemerintah,	 meneruskan	

perintah	dan	kebijakan	pembangunan	dari	jajaran	pemerintah	di	atasnya,	yakni	di	

tingkat	 kelurahan,	 kecamatan,	 hingga	pemerintahan	kota.	Karena	 itu,	 kedudukan	

Kepling	yang	semula	dianggap	biasa	dan	berada	di	luar	struktur	ASN	kini	mengalami	

pergeseran	signifikan	seiring	dengan	semakin	kompleksnya	 tantangan	pelayanan	

masyarakat,	 sehingga	 peran	 dan	 fungsi	 mereka	 menjadi	 sangat	 urgen,	 bahkan	

jabatan	Kepling	pun	akhirnya	diperebutkan.	

Berangkat	dari	realitas	tersebut,	penelitian	ini	berupaya	mengungkap	secara	

lebih	 mendalam	 peran	 dan	 fungsi	 Kepling	 dalam	 menjalankan	 tugasnya	 di	

masyarakat,	dengan	fokus	pada	pertanyaan	mendasar:	apakah	mereka	menjalankan	

peran	 sebagai	 aktor	 pembangunan,	 sebagai	 agen	 pembangunan,	 ataukah	

menjalankan	 keduanya	 secara	 bersamaan?	 Untuk	 memperoleh	 gambaran	 yang	

konkret	dan	komprehensif	tentang	eksistensi,	peran,	dan	fungsi	Kepala	Lingkungan	

di	 tengah	masyarakat,	penelitian	 ini	menggunakan	dua	pisau	analisis,	yakni	 teori	

strukturasi	 dari	 Anthony	 Giddens	 (1979,	 2004)	 dan	 teori	 praktik	 dari	 Pierre	

Bourdieu	 (Grenfell,	 2014).	 Kedua	 kerangka	 teoretis	 ini	 dipilih	 karena	 mampu	

menangkap	dialektika	antara	struktur	dan	agensi,	serta	antara	kebiasaan	(habitus),	

modal,	dan	ranah	(field)	dalam	praktik	sosial	yang	dijalankan	oleh	Kepling.	

Secara	 lebih	spesifik,	penelitian	 ini	mengambil	 studi	kasus	di	Kota	Medan,	

khususnya	di	dua	lokasi	yang	mewakili	wilayah	berbeda,	yaitu	Kelurahan	Tanjung	

Mulia,	Kecamatan	Medan	Deli,	 dan	Kelurahan	Helvetia	Timur,	Kecamatan	Medan	

Helvetia.	 Pemilihan	 lokasi	 ini	 didasarkan	 pada	 pertimbangan	 keragaman	

karakteristik	 sosial	 dan	 kewilayahan,	 sehingga	 diharapkan	 mampu	 memberikan	

gambaran	yang	lebih	utuh	tentang	dinamika	peran	Kepling	di	perkotaan.	

Adapun	permasalahan	yang	hendak	dijawab	dalam	penelitian	ini	mencakup	

tiga	hal	pokok,	yaitu	pertama,	bagaimana	eksistensi	Kepling	di	Kota	Medan;	kedua,	

bagaimana	peran	Kepling	sebagai	aktor	pembangunan;	dan	ketiga,	bagaimana	peran	

Kepling	sebagai	agen	pembangunan.	Sejalan	dengan	itu,	tujuan	penelitian	ini	adalah	

untuk	memperoleh	pemahaman	yang	mendalam	tentang	eksistensi	Kepling	di	Kota	

Medan,	 mendeskripsikan	 peran	 mereka	 sebagai	 aktor	 pembangunan,	 serta	

mendeskripsikan	 peran	 mereka	 sebagai	 agen	 pembangunan.	 Dengan	 demikian,	

penelitian	 ini	 diharapkan	 tidak	 hanya	 memberikan	 kontribusi	 teoretis	 bagi	
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pengembangan	 kajian	 birokrasi	 dan	 praktik	 sosial,	 tetapi	 juga	 menawarkan	

implikasi	 praktis	 bagi	 penguatan	 peran	 Kepling	 dalam	 tata	 kelola	 pemerintahan	

lokal	yang	lebih	responsif	dan	partisipatif.	

B. Metode	
Penelitian	ini	menggunakan	metode	kualitatif	dengan	pendekatan	deskriptif	

(Setiawan,	2025).	Pemilihan	pendekatan	kualitatif	didasarkan	pada	pertimbangan	

bahwa	 penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	menggali	 informasi	 secara	mendalam	 dan	

terperinci	mengenai	 eksistensi	 serta	 peran	Kepala	 Lingkungan	 (Kepling)	 sebagai	

aktor	 dan	 agen	 pembangunan.	 Pendekatan	 ini	 dinilai	 paling	 sesuai	 karena	

memungkinkan	peneliti	untuk	menangkap	makna,	pengalaman,	dan	praktik	sosial	

(Nirzalin,	2023)	yang	dijalankan	oleh	Kepling	dalam	konteks	keseharian	mereka,	

yang	tidak	dapat	diungkap	secara	memadai	melalui	pendekatan	kuantitatif.	

Pengumpulan	 data	 dilakukan	 melalui	 wawancara	 mendalam	 (in-depth	

interview)	 terhadap	 dua	 informan	 utama,	 yang	masing-masing	menjabat	 sebagai	

Kepala	 Lingkungan	 di	 dua	 wilayah	 berbeda,	 yakni	 Kelurahan	 Tanjung	 Mulia,	

Kecamatan	Medan	Deli,	dan	Kelurahan	Helvetia	Timur,	Kecamatan	Medan	Helvetia.	

Pemilihan	kedua	informan	ini	dilakukan	secara	purposif	(Himam	dan	Anam,	2026)	

dengan	 pertimbangan	 bahwa	 mereka	 mewakili	 karakteristik	 kewilayahan	 yang	

berbeda,	 sehingga	 diharapkan	 dapat	memberikan	 variasi	 data	 yang	 kaya.	 Proses	

wawancara	dilaksanakan	dalam	beberapa	kali	pertemuan	pada	kesempatan	yang	

berbeda,	dengan	cara	mengunjungi	langsung	lokasi	lingkungan	masing-masing	dan	

bertemu	secara	tatap	muka.	Selain	wawancara,	pengumpulan	data	juga	dilengkapi	

dengan	 pengumpulan	 dokumen-dokumen	 pendukung	 yang	 relevan	 serta	

pendokumentasian	berupa	catatan	lapangan	dan	rekaman.	

Seluruh	data	yang	terkumpul,	baik	dari	hasil	wawancara	maupun	dokumen,	

kemudian	diklasifikasikan	dan	dianalisis	secara	deskriptif	(Setiawan,	2025).	Tahap	

analisis	dimulai	dengan	mengidentifikasi	poin-poin	penting	yang	berkaitan	dengan	

aspek-aspek	yang	hendak	diteliti,	mencakup	eksistensi	Kepling,	peran	sebagai	aktor,	

dan	peran	sebagai	agen.	Selanjutnya,	dilakukan	komparasi	terhadap	hasil	jawaban	

dari	kedua	informan	guna	menemukan	persamaan,	perbedaan,	serta	pola-pola	yang	

muncul	 di	 antara	 keduanya.	 Data	 hasil	 wawancara	 kemudian	 dianalisis	 dengan	
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menggunakan	kerangka	 teori	 strukturasi	dari	Anthony	Giddens	dan	 teori	praktik	

dari	Pierre	Bourdieu	sebagai	pisau	analisis	utama.	Hasil	analisis	teoretis	tersebut	

selanjutnya	 dideskripsikan	 secara	 naratif	 dan	 diperkaya	 dengan	 data	 serta	

dokumen	pendukung	yang	berhasil	dikumpulkan.	Melalui	rangkaian	prosedur	ini,	

penelitian	 diharapkan	 mampu	 menghasilkan	 gambaran	 yang	 utuh	 dan	

komprehensif	 tentang	 peran	 Kepling	 sebagai	 aktor	 dan	 agen	 pembangunan,	

sekaligus	mengungkap	keterkaitannya	dengan	struktur	sosial	dan	relasi	kekuasaan	

yang	melingkupi	praktik	keseharian	mereka.			

	
C. Hasil	dan	Pembahasan	

1. Gambaran	Umum	Wilayah	dan	Struktur	Kepala	Lingkungan	di	Kota	Medan	

Kota	Medan,	sebagai	kota	 terbesar	ketiga	di	 Indonesia	setelah	 Jakarta	dan	

Surabaya,	memiliki	 jumlah	penduduk	lebih	dari	dua	juta	jiwa	yang	tersebar	di	21	

kecamatan,	151	kelurahan,	dan	2.001	lingkungan.	Dengan	demikian,	terdapat	2.001	

Kepala	Lingkungan	 (Kepling)	yang	bertanggung	 jawab	atas	wilayah	administratif	

masing-masing.	 Penelitian	 ini	 menyoroti	 dua	 lingkungan	 sebagai	 perbandingan	

dalam	melihat	eksistensi	serta	implementasi	peran	dan	fungsi	Kepling	sebagai	garda	

terdepan	pembangunan,	yaitu	Kelurahan	Tanjung	Mulia	di	Kecamatan	Medan	Deli	

dan	Kelurahan	Helvetia	Timur	di	Kecamatan	Medan	Helvetia.	

Kecamatan	Medan	Deli	mencakup	Kelurahan	Mabar,	Mabar	Hilir,	 Tanjung	

Mulia	Hilir,	 Kota	 Bangun,	 dan	 Titi	 Papan,	 sedangkan	 Kecamatan	Medan	Helvetia	

terdiri	 atas	 Kelurahan	 Helvetia,	 Helvetia	 Timur,	 Helvetia	 Tengah,	 SSC	 II,	 Cinta	

Damai,	 Dwikora,	 dan	 Tanjung	 Gusta.	 Di	 antara	 kelurahan	 tersebut,	 Kelurahan	

Tanjung	 Mulia	 memiliki	 28	 lingkungan,	 sementara	 Kelurahan	 Helvetia	 Timur	

memiliki	13	lingkungan.	Kedua	kelurahan	ini	dipilih	karena	mewakili	karakteristik	

kewilayahan	yang	berbeda,	sehingga	diharapkan	dapat	memberikan	gambaran	yang	

lebih	komprehensif	tentang	dinamika	peran	Kepling	di	perkotaan.	

Keberadaan	Kepala	Lingkungan	dalam	struktur	pemerintahan	berada	pada	

posisi	 paling	 bawah,	 yang	 berarti	 posisi	 paling	 dekat	 dengan	warga	masyarakat.	

Seorang	Kepling	sudah	dapat	dipastikan	merupakan	bagian	dari	warga	lingkungan	

tempatnya	 bertugas.	 Meskipun	 posisinya	 sangat	 penting	 dan	 strategis	 sebagai	

perpanjangan	tangan	pemerintahan	di	tingkat	kelurahan,	secara	politis	posisi	dan	
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status	 Kepling	 belum	 atau	 kurang	 mendapat	 tempat	 yang	 terhormat.	 Menurut	

Peraturan	 Daerah	 Kota	 Medan	 Nomor	 9	 Tahun	 2017	 tentang	 Pedoman	

Pembentukan	Lingkungan,	Pengangkatan,	dan	Pemberhentian	Kepala	Lingkungan,	

pada	 Bab	 8	 Pasal	 16	 Ayat	 (1)	 disebutkan	 bahwa	 "kedudukan	 kepala	 lingkungan	

adalah	 sebagai	 pembantu	 pelaksanaan	 tugas	 operasional	 kelurahan	 yang	

membawahi	 satu	 lingkungan."	 Kepala	 Lingkungan	 memiliki	 kewenangan	 dalam	

membantu	tugas	operasional	kelurahan	dan	merupakan	pemimpin	paling	tinggi	di	

tingkat	wilayah	lingkungan,	sekaligus	alat	bantu	dalam	pemerintahan.	

Berdasarkan	 Peraturan	 Walikota	 Medan	 Nomor	 29	 Tahun	 2012	 tentang	

Pelimpahan	Wewenang	kepada	Camat		untuk	Penandatanganan	Pengangkatan	dan	

Pemberhentian	Kepala	Lingkungan,	Kepling	diangkat	oleh	camat	atas	usulan	lurah	

dengan	 memperhatikan	 saran	 atau	 perkembangan	 dari	 masyarakat	 setempat.	

Camat	 kemudian	 melakukan	 verifikasi	 dan	 menerbitkan	 keputusan	 tentang	

pengangkatan	 Kepling.	 Dalam	 melaksanakan	 tugasnya,	 Kepling	 hanya	 memiliki	

wewenang	dan	tidak	memiliki	kekuasaan	seperti	lurah.	Wewenang	dapat	dijelaskan	

sebagai	 keseluruhan	 aturan-aturan	 yang	 berkenaan	 dengan	 perolehan	 dan	

penggunaan	wewenang	pemerintah	oleh	 subjek	 (Sibrani,	 2025).	Berbeda	dengan	

lurah	yang	memiliki	kekuasaan	dalam	arti	kemampuan	untuk	melakukan	sesuatu	

menurut	kehendaknya,	Kepling	terikat	pada	wewenang	yang	dilembagakan	secara	

formal.	

Struktur	 Pemerintahan	 Kelurahan	 secara	 umum	 terdiri	 atas	 Lurah,	

Sekretaris	 Lurah,	 Kepala	 Seksi	 Pemerintahan,	 Kepala	 Seksi	 Keamanan	 dan	

Ketertiban,	 Kepala	 Seksi	 Pembangunan,	 serta	 Kepala	 Lingkungan.	 Dari	 tampilan	

struktur	tersebut,	terlihat	jelas	garis	koordinasi	antara	Lurah	dengan	unsur-unsur	

lainnya.	 Selain	 struktur	 formal	 tersebut,	 terdapat	 pula	 organ	 informal	 yang	

mewarnai	 aktivitas	 di	 kelurahan,	 seperti	 LPM,	 PKK,	 dan	 Karang	 Taruna,	 yang	

meskipun	tidak	masuk	dalam	struktur,	kerap	muncul	di	papan	pengumuman	kantor	

kelurahan.	 Dengan	 demikian,	 struktur	 kelurahan	 menunjukkan	 garis	 hubungan	

yang	hierarkis,	di	mana	Kepling	berada	pada	 level	paling	bawah	namun	memiliki	

peran	yang	sangat	strategis	dalam	menjalankan	fungsi	pelayanan	dan	pembangunan	

di	tingkat	akar	rumput.	
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Gambar	1.	Struktur	Kelurahan	

	
Saat	 ini,	posisi	dan	eksistensi	Kepala	Lingkungan	mendapat	perhatian	dari	

berbagai	 kalangan,	 termasuk	 lembaga	perwakilan	 rakyat	 yang	 sedang	menyusun	

peraturan	daerah	terkait	keberadaan	Kepling.	Pembahasan	ini	sudah	masuk	dalam	

tim	Pansus	yang	akan	menyiapkan	draf	peraturan	tersebut,	menandakan	semakin	

meningkatnya	 pengakuan	 terhadap	 peran	 strategis	 Kepling	 dalam	 tata	 kelola	

pemerintahan	lokal.	

2.	Pola	Hubungan	dan	Budaya	Kerja	

Dalam	kesehariannya,	ritme	kerja	dan	pola	hubungan	yang	berlangsung	di	

jajaran	Kantor	Kelurahan	biasanya	terkait	dengan	hal-hal	yang	bersifat	pelayanan	

administratif.	 Garis	 kerja	dan	koordinasi	 sebagaimana	 tergambar	dalam	struktur	

menunjukkan	 adanya	 dua	 pola.	 Pola	 pertama	 adalah	 garis	 kerja	 atau	 koordinasi	

antara	Lurah	dengan	Sekretaris	dan	para	Kepala	Seksi	(Kasi),	sedangkan	pola	kedua	

adalah	 garis	 kerja	 dan	 koordinasi	 antara	 Lurah	dengan	para	Kepala	 Lingkungan.	

Oleh	 karena	 keterbatasan	 sumber	 daya	manusia	 di	 kelurahan	 serta	 beban	 kerja	

yang	 berlebihan	 (overload),	 pihak	 kelurahan,	 dalam	 hal	 ini	 Lurah,	 tak	 jarang	

menggunakan	tenaga	Kepling	untuk	membantu	hal-hal	yang	bersifat	administratif.	

Pekerjaan	yang	seharusnya	dikerjakan	oleh	Sekretaris	adakalanya	juga	dikerjakan	

oleh	 Kepling.	 Dalam	 kaitan	 ini,	 Kepling	 biasanya	 tidak	 dapat	 menolak	 atau	

menampik	 pekerjaan	 yang	 diberikan	 Lurah,	 meskipun	 hal	 itu	 sudah	 menyalahi	
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tugas	pokok	dan	fungsi	(tupoksi)	Kepling	yang	seharusnya	berada	dan	bekerja	di	

wilayah	 lingkungannya.	 Ketidakmampuan	 Kepling	 untuk	 menolak	 pekerjaan	

administratif	 biasanya	 lebih	 disebabkan	 oleh	 perasaan	 sungkan	 atau	 tidak	 enak	

karena	 mereka	 diangkat	 menjadi	 Kepling	 berdasarkan	 rekomendasi	 dan	

persetujuan	 dari	 atasannya,	 yakni	 Lurah.	 Hubungan	 yang	 seperti	 ini	 kemudian	

menjadi	 sebuah	 pola	 yang	 akhirnya	 membentuk	 budaya	 kerja	 di	 lingkungan	

kelurahan.	

Harus	diakui	bahwa	sumber	daya	manusia	di	tingkat	kelurahan	masih	sangat	

terbatas,	 sehingga	 perlu	 ada	 penambahan	 dan	 pemberdayaan	 terhadap	 tenaga	

administrasi	 yang	 akan	 memperlancar	 tugas-tugas	 di	 kelurahan.	 Para	 Kepling	

biasanya	tidak	bisa	menolak	perintah	dari	Lurah	jika	karena	satu	dan	lain	hal	harus	

diperbantukan	 atau	 sekadar	 membantu	 pekerjaan	 administratif	 di	 kelurahan.	

Namun	tetap	saja,	hal	ini	bukanlah	bagian	dari	tupoksi	seorang	Kepala	Lingkungan.	

Seorang	 Kepling	 sejatinya	 harus	 benar-benar	 dekat	 dan	 berada	 di	 lingkungan	

warganya	 sehingga	 setiap	 saat	mampu	merespons	keluhan	masyarakat	 sekaligus	

menjalankan	perintah	atasannya.	

Kondisi	 sebagaimana	 tergambar	 di	 atas	 telah	 melahirkan	 sebuah	 budaya	

kerja	yang	tidak	lagi	hanya	bertumpu	di	lingkungan	tempat	seorang	Kepling	bekerja	

melayani	warganya,	tetapi	juga	harus	mampu	setiap	waktu	menjadi	perpanjangan	

tugas	 kelurahan,	 kecamatan,	 maupun	 pemerintahan	 kota.	 Mengacu	 pada	

Burhanuddin	(2026),	budaya	kerja	adalah	sistem	nilai,	keyakinan,	dan	norma	yang	

dimiliki	 bersama	 oleh	 anggota	 organisasi.	 Dengan	 kata	 lain,	 budaya	 kerja	 dapat	

dikatakan	 sebagai	 kebiasaan	 yang	 dilakukan	 berulang	 kali	 oleh	 pegawai	 dalam	

organisasi,	 yang	 lama-kelamaan	menjadi	norma	yang	diikuti	 oleh	 semua	anggota	

(Nurhayati	dan	Winata,	2025).	Di	sisi	lain,	budaya	kerja	mencakup	artefak	(hal-hal	

yang	kelihatan	 seperti	 logo,	 tata	 letak	kantor,	 seragam,	dan	 teknologi),	 nilai-nilai	

(prinsip	yang	diyakini,	visi-misi,	filosofi,	serta	slogan),	dan	asumsi	dasar	(hal	yang	

abstrak	dan	keyakinan	terdalam	yang	tidak	terlihat)	(Tjahyanti	dkk.,	2026).	Dalam	

konteks	Kepling,	budaya	kerja	yang	terbentuk	mencerminkan	asumsi	dasar	bahwa	

mereka	harus	selalu	siap	sedia,	baik	di	lingkungan	maupun	di	kelurahan,	yang	pada	

gilirannya	memperkuat	posisi	mereka	sebagai	perpanjangan	birokrasi.	
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Pekerjaan	Kepala	Lingkungan	sesungguhnya	tidak	mengenal	waktu;	mereka	

bekerja	dan	harus	selalu	siap	24	jam	menjalankan	tugas	di	lingkungannya.	Kepala	

Lingkungan	bertanggung	jawab	penuh	dalam	mengontrol	ketertiban	dan	keamanan	

lingkungan,	mengajak	dan	mengumpulkan	masyarakat	dalam	menjaga	keamanan	

dan	 ketertiban	 agar	 lingkungan	 tetap	 aman	 dan	menyenangkan,	 serta	 siap	 siaga	

dalam	situasi	bencana	seperti	banjir,	di	samping	kegiatan	rutin	gotong	royong	dan	

kebersihan	di	lingkungannya.	

3.	Pola	Rekrutmen	Kepala	Lingkungan	

Sebanyak	2.001	Kepala	Lingkungan	di	Kota	Medan	tersebar	di	21	kecamatan	

dan	151	kelurahan.	 Pada	umumnya,	Kepling	 yang	 ada	masih	memiliki	 hubungan	

dengan	kepemimpinan	yang	menjabat	sebelumnya,	seperti	suami,	orang	tua,	atau	

yang	memiliki	hubungan	kekeluargaan.	Namun,	ada	pula	yang	direkrut	berdasarkan	

kedekatan	secara	emosional	dengan	jajaran	baik	di	kelurahan,	kecamatan,	maupun	

pemerintahan	 kota.	 Gambaran	 ini	 merupakan	 sebuah	 realitas	 yang	 tak	

terbantahkan,	khususnya	untuk	Kota	Medan.	

Dari	hasil	pengamatan	dan	wawancara,	terungkap	bahwa	proses	rekrutmen	

tenaga	Kepala	Lingkungan	yang	ada	selama	ini	masih	berdasarkan	pada	hubungan	

kedekatan,	 baik	 karena	 hubungan	 darah	 maupun	 kedekatan	 secara	 emosional,	

seperti	perkawanan	atau	hubungan	dekat	 lainnya.	 Sebagaimana	diketahui,	 untuk	

menjadi	seorang	Kepala	Lingkungan	tidaklah	harus	berstatus	PNS	atau	ASN,	cukup	

dibuktikan	bahwa	yang	bersangkutan	adalah	warga	lingkungan	tersebut	dan	cukup	

dikenal	oleh	warga	masyarakat	sekitar.	Namun,	merujuk	pada	Peraturan	Wali	Kota	

Medan,	Perwal	Medan	No,	5	Tahun	2011	Tentang	Pelimpahan	Wewenang	tentang	

Pelimpahan	Wewenang	kepada	Camat	untuk	Penandatanganan	Pengangkatan	dan	

Pemberhentian	 Kepala	 Lingkungan	 pada	 Kelurahan	 Se-Kota	 Medan,	 disebutkan	

bahwa	 syarat	 untuk	 diangkat	menjadi	 Kepling	meliputi	 syarat	 umum	dan	 syarat	

administrasi.		

Syarat	umum	mencakup	ketakwaan	kepada	Tuhan	YME,	setia	dan	taat	pada	

NKRI,	berkelakuan	baik,	tidak	terlibat	dalam	kegiatan	yang	menghianati	NKRI,	tidak	

dicabut	 hak	 pilihnya,	 tidak	 sedang	 menjalani	 pidana	 penjara,	 terdaftar	 sebagai	

penduduk	tetap	di	kelurahan	bersangkutan	dan	berdomisili	di	lingkungan	tersebut	

sekurang-kurangnya	 2	 tahun	 berturut-turut,	 berusia	 antara	 21	 hingga	 45	 tahun	
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serta	 sehat	 jasmani	 dan	 rohani,	 dan	 sekurang-kurangnya	 berijazah	 SLTA	 atau	

sederajat.	 Syarat	 administrasi	meliputi	 surat	 permohonan	 yang	 ditulis	 sendiri	 di	

atas	kertas	bermaterai	cukup	yang	ditujukan	kepada	camat	setempat,	daftar	riwayat	

hidup,	fotokopi	KTP	yang	disahkan	oleh	Lurah,	SKCK,	surat	keterangan	sehat	dari	

dokter	pemerintah,	pasfoto,	fotokopi	ijazah	terakhir,	dan	surat	pengantar/usul	dari	

Lurah	setempat.	Dengan	demikian,	meskipun	terdapat	aturan	formal	yang	mengatur	

syarat	 rekrutmen,	 praktik	 di	 lapangan	 menunjukkan	 bahwa	 faktor	 kedekatan	

personal	dan	hubungan	kekeluargaan	masih	memegang	peranan	dominan	dalam	

proses	pengangkatan	Kepling.	Hal	 ini	 kemudian	berdampak	pada	pola	hubungan	

dan	budaya	kerja	sebagaimana	telah	diuraikan	sebelumnya.	

4.	Peran	dan	Fungsi	Kepala	Lingkungan	

Kepala	Lingkungan	adalah	unsur	pelaksana	tugas	Kepala	Kelurahan	dengan	

wilayah	 kerja	 tertentu,	 sebagaimana	 termaktub	 dalam	Undang-Undang	 Republik	

Indonesia	 Nomor	 5	 Tahun	 1979	 tentang	 Pemerintahan	 Desa.	 Oleh	 karenanya,	

Kepala	Lingkungan	mempunyai	tugas	yang	melekat	dengan	tugas	camat	dan	lurah,	

yaitu	 mengontrol	 wilayah	 dari	 segi	 pelayanan	 kepada	 masyarakat,	 kebersihan,	

keamanan,	dan	ketertiban	lingkungan.	Adapun	fungsi	Kepala	Lingkungan	yang	telah	

ditetapkan	 pada	 Peraturan	 Daerah	 Kota	 Medan	 Nomor	 9	 Tahun	 2017	 Pasal	 18	

adalah	sebagai	berikut:	(a)	pendataan	kependudukan	dan	pelayanan	administrasi	

pemerintahan	 lainnya;	 (b)	 pemeliharaan	 keamanan,	 ketertiban	 masyarakat,	

kerukunan	 hidup	 antar	warga,	 dan	 kebersihan	 lingkungan;	 (c)	 pembuat	 gagasan	

dalam	 pelaksanaan	 pembangunan	 dengan	mengembangkan	 aspirasi	masyarakat;	

(d)	penggerak	swadaya	gotong	royong	dan	partisipasi	masyarakat	di	wilayahnya;	

dan	(e)	melaksanakan	tugas	lain	yang	diberikan	oleh	camat	dan/atau	lurah	sesuai	

dengan	fungsinya.	

Kepala	 Lingkungan	 adalah	 garda	 terdepan	 atau	 ujung	 tombak	 dalam	

memberikan	 pelayanan	 dan	menyampaikan	 pesan	 pembangunan	 ke	masyarakat,	

meskipun	adakalanya	posisinya	dalam	struktur	pemerintahan	di	tingkat	kelurahan	

tidak	tergambar	dengan	jelas	dalam	bagan	struktur.	Namun	secara	de	facto,	peran	

dan	 fungsinya	 di	 lapangan	 sangat	 urgen	 dan	 strategis.	 Oleh	 karenanya,	 Kepling	

sangat	 boleh	 jadi	 juga	 seorang	 agen	 yang	 meskipun	 dalam	 struktur	 birokrasi	
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pemerintahan	tidak	masuk	dalam	jajaran	atau	bagian	dari	state	apparatus	(dalam	

artian	pegawai	negeri	sipil).	

Implementasi	kebijakan	dan	program	pembangunan	pemerintah	di	tengah-

tengah	masyarakat	dapat	dilaksanakan	salah	satunya	adalah	karena	peran	Kepling.	

Kepala	 Lingkungan	 menjadi	 agen	 sekaligus	 ujung	 tombak	 dalam	 memberikan	

pelayanan	 dan	 penyampai	 informasi	 program	 pembangunan	 dari	 Pemerintah.	

Karena	kedekatannya	dengan	masyarakat,	sesungguhnya	Keplinglah	yang	menjadi	

penguasa	 sekaligus	 penentu	 untuk	 meluruskan	 atau	 membelokkan	 pesan-pesan	

pembangunan	 yang	berasal	 dari	 atas.	 Sebagai	 perpanjangan	 tugas	 dan	 kebijakan	

kelurahan,	kecamatan,	maupun	pemerintahan	kota	di	tingkat	 lingkungan,	mereka	

menyapa,	melayani,	serta	merespons	warga	mulai	dari	urusan	KTP,	KK,	pelibatan	

warga	 dalam	 kegiatan	 gotong	 royong,	 hingga	 bantuan	 sosial	 yang	 biasanya	

melibatkan	 Kepling	 untuk	 menyalurkannya	 kepada	 warga	 masyarakat	

lingkungannya.	

Peran	dan	fungsi	Kepling,	baik	secara	formal	maupun	informal,	sangat	nyata	

di	 tengah-tengah	 masyarakat.	 Merekalah	 sesungguhnya	 agen	 dan	 ujung	 tombak	

penyampai	pesan-pesan	pembangunan	 sekaligus	 aktor	pembangunan	 itu	 sendiri.	

Meskipun	hanya	berkantor	di	rumah,	peran	dan	fungsi	Kepling	sangat	diperlukan	

oleh	 warga	 masyarakat.	 Secara	 kuantitatif,	 ada	 sebanyak	 2.001	 orang	 Kepala	

Lingkungan	di	seluruh	Kota	Medan	yang	tersebar	di	21	kecamatan,	151	kelurahan,	

dan	 2.001	 lingkungan.	 Jumlah	 ini	 tentunya	 tidak	 sedikit	 dan	 menjadi	 sangat	

strategis,	terlebih	pada	saat	pelaksanaan	Pemilu	maupun	Pemilihan	Kepala	Daerah.	

Beberapa	 tahapan	pemilihan	banyak	melibatkan	peran	dan	 keterlibatan	Kepling.	

Bahkan,	 tercatat	 beberapa	 Kepling	 ikut	 sebagai	 penyelenggara	 Pemilu	 maupun	

Pemilihan,	 baik	 di	 tingkat	 kelurahan	 (PPS)	 maupun	 kecamatan	 (PPK).	 Hal	 ini	

tentunya	 semakin	 menambah	 kompleksitas	 tugas	 dan	 peran	 Kepling.	 Ironisnya,	

keterlibatan	 Kepling	 sebagai	 penyelenggara	 pemilu	 maupun	 pemilihan	 tidak	

dilarang	secara	tegas	dalam	peraturan	KPU	yang	ada,	sebagaimana	terlihat	dari	data	

penyelenggara	pemilu	maupun	pemilihan	yang	ada	di	KPU	Kota	Medan.	

Para	 Kepling	 yang	 bertugas	 sebagai	 penyelenggara	 pemilu	 maupun	

pemilihan	 semakin	menambah	 kompleksitas	 tugas	 dan	 peran	Kepling	 di	 tengah-

tengah	masyarakat.	Pada	titik	inilah	kemudian	terlihat	bagaimana	peran,	fungsi,	dan	
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tugas	Kepling	menjadi	sangat	penting	dan	menarik	untuk	dianalisis,	apakah	mereka	

sepenuhnya	 menjalankan	 fungsi	 dan	 peran	 sebagai	 aktor,	 sebagai	 agen,	 atau	

menjalankan	keduanya	sekaligus.	

	

5.	 Kepala	 Lingkungan	 sebagai	 Aktor	 dan	 Agen:	 Analisis	 Teori	

Strukturasi	dan	Teori	Praktik	

Dalam	antropologi,	agensi	didefinisikan	secara	luas	sebagai	kapasitas	untuk	

bertindak	 yang	 dimediasi	 secara	 sosiokultural	 (Vorhoelter,	 2024).	 Secara	 klasik,	

konsep	 ini	 telah	 digunakan	 untuk	 menganalisis	 bagaimana	 orang	 mencoba	

memengaruhi,	 atau	mengubah,	 dunia	 kehidupan	mereka	 dan	 bagaimana	mereka	

bertindak	 di	 dalam,	 atau	 bahkan	 melawan,	 struktur	 yang	 berkuasa.	 Anthony	

Giddens	mengembangkan	pandangan	bahwa	aktor	dan	agen	bukanlah	dua	entitas	

yang	 terpisah:	 aktor	 adalah	 pelaku	 dari	 praktik	 sosial,	 yang	 terlibat	 dalam	 arus	

tindakan	berkelanjutan	dan	memiliki	kesadaran	atas	tindakannya,	sementara	agen	

adalah	istilah	untuk	menyebut	aktor	yang	memiliki	kapasitas	untuk	bertindak	dan	

membuat	 perbedaan	 (kekuasaan)	 di	 dunia	 social	 (Giddens,	 2004).	 Dalam	 teori	

strukturasinya,	Giddens	mendasarkan	pada	premis	bahwa:		

"Masyarakat	 adalah	 hasil	 dari	 keterampilan	 yang	 diterapkan	 secara	 sadar	
oleh	para	agen	manusia.	[...]	Meskipun	tidak	diciptakan	oleh	satu	orang	saja,	
masyarakat	diciptakan	dan	diciptakan	kembali,	bahkan	dari	ketiadaan,	oleh	
para	 peserta	 dalam	 setiap	 pertemuan	 sosial.	 Produksi	masyarakat	 adalah	
sebuah	 pertunjukan	 yang	 terampil,	 berkelanjutan,	 dan	 'diwujudkan'	 oleh	
manusia	(Vorhoelter,	2024).”		

Menjadi	agen	berarti	memiliki	kemampuan	untuk	melakukan	intervensi	dan	

mengubah	suatu	keadaan.	Tanpa	kapasitas	ini,	seorang	aktor	kehilangan	statusnya	

sebagai	agen.	Keduanya	terlibat	dalam	"dualitas	struktur,"	di	mana	struktur	sosial	

adalah	 hasil	 dari	 tindakan	 agen	 sekaligus	 menjadi	 medium	 atau	 sarana	 bagi	

tindakan	agen	itu	sendiri.	

Analisis	terhadap	peran	yang	dilakukan	Kepling	di	masyarakat	menunjukkan	

korelasi	 yang	 relevan	 dan	 menempatkannya	 sebagai	 aktor.	 Artinya,	 Kepling	

menjalankan	tugas	dan	fungsi	sebagaimana	yang	dituangkan	dalam	peraturan	yang	

ada	 (Peraturan	 Daerah	 Kota	 Medan	 Nomor	 9	 Tahun	 2017	 Pasal	 18),	 yang	

menggambarkan	 tugas	 yang	 melekat	 dengan	 tugas	 lurah	 dan	 camat,	 yaitu	
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mengontrol	wilayah	dari	segi	pelayanan	kepada	masyarakat,	kebersihan,	keamanan,	

dan	 ketertiban	 lingkungan.	 Peran	 sebagai	 aktor	 ini	 menyiratkan	 bahwa	 Kepling	

tidak	memiliki	kewenangan	dan	kekuasaan	untuk	mengintervensi	atau	mengubah	

keadaan;	apa	yang	sudah	tertuang	di	dalam	peraturan	yang	ada	wajib	dijalankan.	

Namun,	ketika	Kepling	melakukan	peran	dan	fungsi	di	luar	peraturan	dan	ketentuan	

yang	sudah	ditetapkan,	maka	dengan	sendirinya	Kepling	sudah	berperan	sebagai	

agen.	 Artinya,	 Kepling	memiliki	 keleluasaan	 dan	wewenang	 untuk	memengaruhi	

suatu	keadaan.	

Keterlibatan	Kepling	sebagai	penyelenggara	di	Pemilu	dan	Pemilihan	serta	

dalam	 berbagai	 arena	 sosial	 lain	 menunjukkan	 bahwa	 Kepling	 sudah	 berperan	

sebagai	agen.	Ketika	menjalankan	peran	dan	fungsi	sebagai	agen,	eksistensi	Kepling	

menjadi	sangat	strategis	namun	mulai	dipertanyakan	independensinya.	Pada	saat	

pesta	 demokrasi,	 misalnya,	 keterlibatan	 Kepling	 sebagai	 penyelenggara	 pemilu	

sangat	berpengaruh	terhadap	dinamika	proses	pemilihan.	Sebagai	penyelenggara	

pemilihan,	Kepling	telah	disumpah	untuk	tidak	berpihak	pada	kepentingan	partai	

politik	dan	para	kontestan	pemilihan.	Namun	di	sisi	lain,	secara	birokratis,	Kepling	

tetap	 tidak	 bisa	 melepaskan	 perannya	 sebagai	 aktor	 yang	 bekerja	 melayani	

masyarakat	sebagai	wujud	perpanjangan	tugas	dari	lurah	dan	camat	yang	melekat,	

yang	 secara	 hierarkis	 terlihat	 dalam	 struktur	 pemerintahan	 di	 kelurahan	 yang	

menempatkan	Kepling	pada	level	paling	bawah.	

Kondisi	 dualitas	 ini	 sebagaimana	 yang	 diungkapkan	 oleh	 Giddens	 bahwa	

struktur	dan	agen	adalah	dua	sisi	mata	uang	yang	sama.	Struktur	memungkinkan	

sekaligus	 membatasi	 tindakan	 agen,	 dan	 hanya	 ada	 melalui	 tindakan	 agen	 itu	

sendiri.	 Dalam	 perspektif	 Giddens,	 semua	 manusia	 adalah	 aktor	 (karena	 semua	

menjalani	praktik	sosial),	dan	selama	mereka	memiliki	kapasitas	untuk	membuat	

perbedaan,	mereka	 juga	 adalah	 agen.	 Istilah	 "agen"	 lebih	 tegas	 digunakan	 untuk	

menekankan	bahwa	kekuasaan	bukanlah	milik	struktur	semata,	melainkan	melekat	

dalam	diri	setiap	manusia	yang	bertindak	(Lamsal	2012).	

Terkait	dengan	struktur	dan	peran	Kepling	sebagai	aktor	dan	agen,	melalui	

teori	 praktik	 Pierre	 Bourdieu	 yang	 mengungkapkan	 bahwa	 praktik	 adalah	 hasil	

pertemuan	 antara	 posisi	 sosial	 individu	 (dalam	 struktur)	 dan	 disposisi	 internal	

(habitus)	 (Jenkins,	 2004).	 Individu	 menginternalisasi	 struktur	 eksternal	 lalu	
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mengeksternalisasikannya	melalui	 tindakan	 atau	praktik.	Dalam	konteks	Kepling	

yang	menjalankan	peran	sebagai	aktor	maupun	agen,	pada	dasarnya	tidak	lepas	dari	

struktur	dan	kekuasaan.	Dalam	kaitan	dengan	praktik	sosial,	Bourdieu	melihatnya	

dalam	tiga	aspek,	yakni	habitus,	kapital,	dan	arena.	

Bourdieu	mendefinisikan	habitus	sebagai	sistem	disposisi	yang	tahan	lama	

(durable)	 dan	 dapat	 dialihkan	 (transposable),	 yang	 berfungsi	 sebagai	 matriks	

persepsi,	 apresiasi,	 dan	 tindakan	 yang	 memungkinkan	 dihasilkannya	 praktik-

praktik	 yang	 dapat	 diklasifikasikan	 sekaligus	membentuk	 sikap-sikap	 klasifikasi.	

Habitus	 adalah	 cara	 kita	 membawa	 sejarah	 sosial	 dalam	 tubuh	 kita,	 yang	

membentuk	cara	kita	melihat	dunia	dan	bertindak	di	dalamnya,	tanpa	kita	sadari	

namun	bukan	tanpa	kemungkinan	untuk	berubah.	Arena	menurut	Bourdieu	adalah	

sebuah	 jaringan	 atau	 konfigurasi	 hubungan	 objektif	 di	 antara	 posisi-posisi	 yang	

secara	 objektif	 didefinisikan,	 berdasarkan	 keberadaan	 dan	 distribusi	 kekuasaan	

atau	kapital	yang	menentukan	posisi	 tersebut.	Adapun	kapital	menurut	Bourdieu	

adalah	 energi	 sosial	 yang	 terakumulasi,	 yang	 memungkinkan	 agen	 untuk	

menduduki	posisi	 tertentu	dalam	arena	sosial	dan	memperebutkan	sumber	daya	

yang	berharga	di	dalamnya	(Jenkins,	2004).	

Adanya	 modal	 atau	 kapital	 memungkinkan	 kita	 untuk	 mendapatkan	

kesempatan-kesempatan	di	dalam	hidup.	Ada	beberapa	jenis	kapital,	seperti	kapital	

intelektual	 (pendidikan),	 kapital	 ekonomi	 (uang),	 dan	 kapital	 budaya	 (latar	

belakang	 dan	 jaringan).	 Kapital	 bisa	 diperoleh	 jika	 orang	memiliki	 habitus	 yang	

tepat	 dalam	 hidupnya;	 habitus	 membaca,	 menulis,	 dan	 berdiskusi	 akan	

menghasilkan	 kapital	 intelektual	 dan	 kapital	 budaya.	 Relasi	 habitus,	 kapital,	 dan	

arena	 dalam	 teori	 praktik	 sebagaimana	 yang	 diungkap	 oleh	 Bourdieu	 kaitannya	

dengan	 struktur	 dan	 kekuasaan	 sangat	 relevan	 untuk	 melihat	 bagaimana	

kompleksitas	peran	Kepling	 sebagai	 aktor	dan	 agen,	melengkapi	 apa	 yang	 sudah	

diungkap	oleh	Giddens.	

Menurut	Bourdieu,	struktur	adalah	distribusi	modal	yang	tidak	setara	dalam	

sebuah	 arena.	 Kekuasaan	 adalah	 kemampuan	 untuk	mendominasi	 arena	 dengan	

menguasai	modal	yang	paling	berharga	dan	memaksakan	definisi	tentang	apa	yang	

berharga	(kekerasan	simbolik)	.	Habitus	adalah	mekanisme	internal	yang	membuat	

struktur	 kekuasaan	 itu	 terasa	 wajar,	 sehingga	 dominasi	 bisa	 berlangsung	 tanpa	
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perlawanan	 terbuka.	 Praktik	 adalah	 momen	 di	 mana	 agen,	 dengan	 modal	 dan	

habitusnya,	secara	aktif	mereproduksi	atau	mengubah	struktur	dan	keseimbangan	

kekuasaan	 (Bourdieu,	 1977).	 Saling	 keterhubungan	 ini	 dapat	 dijelaskan	 sebagai	

berikut.	

Pertama,	praktik	mereproduksi	struktur.	Ketika	sosok	Kepling	menjalankan	

tugasnya	sebagai	aktor,	maka	dengan	sendirinya	ia	telah	bertindak	sesuai	dengan	

habitusnya;	 mereka	 secara	 tidak	 sadar	 memperkuat	 struktur	 sosial	 yang	 ada.	

Misalnya,	ketika	Kepling	menjalankan	tugasnya	sebagai	bentuk	perpanjangan	tugas	

dari	 lurah	 ataupun	 camat,	 maka	 dengan	 sendirinya	 mereka	 telah	 mereproduksi	

struktur	kekuasaan	yang	hierarkis	dan	instruktif.	

Kedua,	 praktik	 memperebutkan	 kekuasaan.	 Praktik	 juga	 bisa	 menjadi	

perlawanan	strategis.	Agen	yang	memiliki	modal	cukup	bisa	berusaha	mengubah	

aturan	main	arena,	mendefinisikan	ulang	apa	yang	berharga,	dan	menggulingkan	

kekuasaan	yang	ada.	Dalam	konteks	Kepling,	praktik	ini	tidak	tampil	dalam	bentuk	

memperebutkan	 kekuasaan	 dan	 akumulasi	 modal	 kapital,	 tetapi	 lebih	 kepada	

mengelola	potensi	modal	sosial	yang	dimiliki,	yakni	warga	masyarakat	yang	ada	di	

wilayah	lingkungannya	masing-masing.	Modal	sosial	 inilah	yang	pada	momentum	

pemilu	dan	pemilihan	sangat	strategis	dan	berguna	untuk	memberi	dukungan	bagi	

kontestan	 maupun	 agen	 ketika	 mereka	 ikut	 dalam	 proses	 kontestasi	 pemilu	

maupun	pemilihan.	

Dengan	 demikian,	 dari	 keseluruhan	 pembahasan	 di	 atas,	 dapat	 ditarik	

pemahaman	 bahwa	 peran	 Kepling	 di	 Kota	Medan	 bersifat	 dialektis.	 Di	 satu	 sisi,	

mereka	 terikat	 pada	 struktur	 birokrasi	 yang	 hierarkis	 dan	 instruktif,	 yang	

menempatkan	mereka	sebagai	aktor	pelaksana	tugas	perpanjangan	dari	lurah	dan	

camat.	Di	sisi	lain,	melalui	kapasitas	agensi	yang	dimiliki,	terutama	dalam	mengelola	

modal	 sosial	 di	 lingkungannya,	 Kepling	 juga	 dapat	 berperan	 sebagai	 agen	 yang	

memengaruhi	dinamika	sosial	dan	politik	di	tingkat	akar	rumput,	termasuk	dalam	

konteks	 pemilu	 dan	 pemilihan	 kepala	 daerah.	 Dualitas	 peran	 ini	 sekaligus	

memperkuat	dan	menantang	struktur	kekuasaan	yang	ada,	sebagaimana	dijelaskan	

oleh	kerangka	teoritis	Giddens	dan	Bourdieu.	
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D. Kesimpulan	
Berdasarkan	hasil	kajian	dan	analisis	terhadap	eksistensi	serta	peran	Kepala	

Lingkungan	(Kepling)	di	Kota	Medan,	khususnya	di	Kelurahan	Tanjung	Mulia	dan	

Kelurahan	 Helvetia	 Timur,	 dapat	 ditarik	 sejumlah	 kesimpulan	 penting.	 Pertama,	

peran	 dan	 fungsi	 Kepling	 sebagai	 agen	 pembangunan	 bersifat	 sangat	 vital	 dan	

strategis.	Keberadaan	mereka	sebagai	ujung	tombak	sekaligus	perpanjangan	tangan	

pemerintah	 dalam	 menyampaikan	 program	 dan	 kebijakan	 pembangunan	

menempatkan	 Kepling	 pada	 posisi	 yang	 krusial	 dalam	 rantai	 birokrasi	

pemerintahan	di	tingkat	akar	rumput.	Vitalitas	peran	ini	tercermin	dari	kenyataan	

bahwa	Kepling	 adalah	 garda	 terdepan	 yang	 berinteraksi	 langsung	dengan	warga	

masyarakat.	Konsekuensinya,	apabila	terjadi	kesalahan	dalam	penyampaian	pesan	

atau	 komunikasi	 pembangunan	 kepada	warga,	maka	 akan	 timbul	 bias	 informasi	

yang	berakibat	 fatal,	baik	berupa	kegagalan	implementasi	pembangunan	maupun	

munculnya	persoalan	 sosial	di	 tengah	masyarakat.	Dengan	demikian,	 keakuratan	

dan	 ketepatan	 komunikasi	 yang	 dilakukan	 oleh	 Kepling	menjadi	 faktor	 penentu	

keberhasilan	kebijakan	pembangunan	di	tingkat	lokal.		

Kedua,	sebagai	agen	maupun	aktor	pembangunan	dan	perubahan,	peran	dan	

fungsi	 Kepling	 tidak	 terlepas	 dari	 berbagai	 kepentingan	 yang	 melingkupinya.	

Kepentingan	 yang	 paling	 nyata	 tentulah	 kepentingan	 yang	 mewakili	 jajaran	

pemerintahan	 di	 atasnya,	 dalam	 hal	 ini	 Lurah,	 yang	merupakan	 atasan	 langsung	

sekaligus	pihak	yang	memberi	rekomendasi	atas	pengangkatan	seseorang	sebagai	

Kepling.	 Pola	 hubungan	 hierarkis	 ini	 membentuk	 mekanisme	 kerja	 di	 mana	

kebijakan	 dan	 program	 pembangunan	 yang	 sampai	 ke	 Lurah	 akan	 diteruskan	

kepada	 Kepling	 untuk	 dijalankan.	 Dalam	 konteks	 ini,	 loyalitas	 seorang	 Kepling	

berbanding	lurus	dengan	apa	yang	telah	diperolehnya	dari	Lurah	sebagai	atasannya,	

sehingga	 menciptakan	 hubungan	 timbal	 balik	 yang	 bersifat	 struktural	 dan	

instruktif.	 Kondisi	 ini	 sekaligus	 menjelaskan	 mengapa	 Kepling	 cenderung	

menjalankan	peran	sebagai	aktor	yang	patuh	terhadap	rantai	komando	birokrasi,	

sebagaimana	terungkap	dalam	analisis	menggunakan	teori	strukturasi	Giddens.	

Ketiga,	dalam	melaksanakan	tugasnya	melayani	masyarakat,	Kepling	dapat	

menjalankan	peran	sebagai	agen	dan	aktor	secara	bersamaan,	yang	mencerminkan	

dualitas	 peran	 sebagaimana	 dijelaskan	 dalam	kerangka	 teoritis	 Giddens	maupun	
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Bourdieu.	Sebagai	aktor,	Kepling	menjalankan	sepenuhnya	tugas-tugas	yang	telah	

diamanahkan	dalam	peraturan	yang	ada	secara	konsisten	dan	berkesinambungan,	

tanpa	memiliki	kewenangan	untuk	mengintervensi	atau	mengubah	ketentuan	yang	

telah	ditetapkan.	Namun	demikian,	sebagai	agen,	peran	dan	fungsi	Kepling	menjadi	

sangat	strategis	karena	mereka	memiliki	kapasitas	untuk	memengaruhi	dinamika	

sosial	di	lingkungannya,	terutama	melalui	pengelolaan	modal	sosial	yang	dimiliki,	

yakni	warga	masyarakat	di	wilayahnya	masing-masing.	Kapasitas	agensi	inilah	yang	

memungkinkan	 Kepling	 untuk	 meningkatkan	 posisi	 tawar	 (bargaining	 position)	

secara	 politis	 dalam	 kaitannya	 dengan	 struktur	 dan	 kekuasaan	 yang	 ada,	

sebagaimana	terlihat	dalam	keterlibatan	mereka	pada	arena	pemilu	dan	pemilihan	

kepala	daerah.	

Secara	keseluruhan,	penelitian	ini	menunjukkan	bahwa	eksistensi	Kepling	di	

Kota	Medan	tidak	dapat	dipahami	secara	sederhana	sebagai	sekadar	perpanjangan	

birokrasi	 semata,	 melainkan	 sebagai	 entitas	 yang	 berada	 dalam	 tarik-menarik	

antara	struktur	dan	agensi.	Di	satu	sisi,	mereka	terikat	pada	struktur	birokrasi	yang	

hierarkis	dan	instruktif;	di	sisi	lain,	mereka	memiliki	ruang	untuk	bertindak	sebagai	

agen	yang	memanfaatkan	modal	sosial	untuk	kepentingan	strategis.	Dualitas	peran	

ini	 menjadikan	 Kepling	 sebagai	 figur	 yang	 tidak	 hanya	 menjalankan	 tugas	

administratif,	tetapi	juga	turut	mewarnai	dinamika	sosial	dan	politik	di	tingkat	akar	

rumput,	sehingga	keberadaan	mereka	patut	mendapat	perhatian	yang	lebih	serius	

dalam	tata	kelola	pemerintahan	lokal	ke	depan.	
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